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Nidang Persclisihan Hasil Pemilihan v (PP ) ey SIS0 S
Presiden di Mahlamah Konstitusi (VIN) telah selesar, Yang e
adalah menunggu hasil putusan MK apalah mengabullian |
pemohon atau sebalilinya. Tuldisan in tidal bermalksud un
prlusan nanli alan mengarah pada mengabutlian alai ment
pemohon. Namun. tilisan ini lebih bersifat menganalisis Ivu.f/‘?’ i
persidangan i MK selama kurang lebih 5 hari dari perspel

Paling tidak ada 2 problematik
vang muncul ketika sidang PHPU
Presiden dan Wapres dihelat. Perta-
ma, terkait dengan proses perbaikan
terhadap permohonan pemohon,
Perbaikan terhadap permohonan
pemohon itu menjadi perdebatan
karcny menurut Peraturan Mahka-
mah Konstitusi (PMK) No. 5 Tahun
2018 lentang Tahapan, Kegiatan, dan
Jadwal Penanganan Perkara Perse-
lisihan Hasil Pemilihan Cmum tidak
diperbolehkanadanyaperbaikan per-
mohonan, [al ini dipertegas dalam
Pasal 3 aval (2) PMK terschut vang
menyalakan “lahapan schagaimana
dimaksud avat (1) dikecualikan pada
huruf b dan ¢ terhadap penanganan
PHP Presiden dan Wapres. Sedang-
kan Pasal 3ayal (1) berbicara menge-
nai tahapan PHPU yang dalam hurul
b dan ¢ mengatur mengenai pemer-
iksaan kelengkapan permohonan
pemohon dan perbaikan kelengkapan
permohonan pemohon.

Permohonan vang diajukan oleh
pemohonan pada langgal 24 Mei
2009 dan perbaikan permohonan
padatanggal 10 Juni 2019 mengalami
perubahan yang cukup signifikan, ter-
hadap jumlahpetitum vangtentujuga
berakibat pada perubahan terhadap
kualilas petitum, Sccara kuantilas,
jumlah petitum yang diajukan olch
pemohon pada tanggeal 24 Mei 2019
berjumlah 7 sedangkan pada per-
baikan permohonan melonjak men-

Jadi 15, Peroalan ini menjadi tidak
terselesaikan ketika Majelis Hakim
Konslitusi tidak memutuskan mana
vang jadi pedoman dalam perkara
PHPY Presiden dan Wapres 2019,
apakah permohonan pada tanggeal 24
Mei 2109 atau perbaikan pada tang-
gal 10 Juni 2019, Salah satu Hakim
Konstitusi, Suhartoyo memang tel-
ah mengatakan hahwa vang akan
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menjadi pedoman
adalah yangdibacd
padawaktu Sidangt®
mukaan, tetapi pertYy’ OFany
Hakim bukan merupat dasar bagi
L v DerPerRary,
pihak-pihak yang bl ey«
Tidak adanya putus= i Majejg
terkail dengan perm® N g
vang akan dijadikan Pﬂ‘l‘(.llnnn bayi
pihak-pihak yang I’L"'I?L" ara, tenty
juga berakibal |mdn_ﬂ“ tasnya dail -
dalil yang harus *I'l’,l“.'l theh pihak
lcrm(-)luu.l dan terkait Untuk mey,.
Dantah dalil-datilyangtelah digiyl,
olch pemohon. Ni'n"l':] ‘Jf‘l“iki;m_
dalam sidang PHIPU Presiden dan
Wapres yangdijadikan pedoman by
pihak-pihak yang berperkara adalal
perhaikan permohonan lange| ¢
Juni 2019, Perlanyaanya apakalh
mungkin MK akan memutus terkait
dengan persoalan perbaikan pepmg-
honan pada langgal 28 Juni 2019, Jiky
Majelis memutus pada tanggal 28
Juni 2019, maka ada 2kemungkinan,
Kemungkinan pertama, MK akan
memutus bahwa perbaikan permo-
honan tidak dapat diterima (ajet
onlvankelijke verklaard), sedangkan
kemungkinan kedua, MK akan me-
nerima. Jika MK menyatakan niet
onivankelijle verklaard, maka yang
akandiputusoleh MK terkait dengan
pokok perkara, apakah dikabulkan
atau ditolak, akan berpatokan pada
permohonan tangsal 24 Mei 2019,
Apabila MK menerinea perbaikan
permohonan, maka MK ikan memu-

tus apakah permohonan pemohon -

ditolak atau dikabulkan akan didasar-
kan pada permohonan pemohonan
yang terdiri atas 15 petitum.

Status Ma'ruf Amicn
Problematik kedua terkait den-
gan status KH Ma'ruf Amin schagai
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Amin schagai Dewan P(.‘ll}.{;]\\".l!‘vllf-h
Rank Syariah Mandiri (RSM) ¢47
BNI Syariah olch pihak pcgmhtl"lr
dianggap melanggar pasal 227 |Il|l’Ll|j
P UU Pemilu. Pasal 227 huruf P U
Pemilu, menyalakan ”pcndnll_:”“"
bakal Pasangan Calon dilengkapi den-
gan surat pernyalaan pengun uran
diri dari karvawan atau pejabat hadan
usaha milik negara atau badan usuhq
milik dacrah scjak ditetapkan schagai
Ysungan Calon Peserta Pemilu.” Sta-
tus Ma'ruf Amin ini dianggap scbagai
pelanggaran administrasi serius yang
dilakukan olch Ma'rul Amin, schingga
pemohon menuntut pada MK untuk
mendiskualifikasi pasangan Calon
Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlepas dari
apakah status Ma'ruf Amin scbagai
Cawapres yvang tidak mengundurkan
diri sehagai Dewan Pengawas BSM
dan Syariah itu dapat dibenarkan
menurul hukum atau tidak, ada satu
isu krusial yang perlu dijawab dalam
konteks perdebatan ini. 1su krusial itu
adalah apakah MK berwenang untuk
melakukan diskualilikasi terhadip
pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf han-
va karena Ma'ruf tidak mundur dari

Jabalannyascbagai Dewan Penpawas

BSM dan BNT Syariah ?

UU Pemilu membagi penyelesaian
pemilu menjadi 3, yaitu penvelesa-
ian terhadap pelanggaran pemily,
penyelesaian terhadap sengketa
"proses pemilu‘dan persclisihan ha-

sil pemilu. Sengketa prosespem- -

lu disclesaikan melalui Bawag]y
dan Peradilan Tata Usaha Negara

Cawapres J,g);mvi. Status Ma'ruf F(PTUZ\"). Sedangkan perselisihan
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dan Wapres

hasj) pemilu diselesaikan melalul
MK Oleh Karena itu, seharustiva
l'(‘|13-(-|(-5;,i;,|1 terkait dengan status
| ’H'ml'f\minHuxlilnl\ul\‘;nnpzul.nl.l”ap
Proses pemity melalui Bawaslu dan
l'TU,\', Keputusan KPU mengenai
Penclapan Jokowi Ma'rul scehagal
Pasangan Calon Presiden dan Wa-
Pres merupakan Keputusan Tata

Saha Negara (KTUN) schagaimana
dimaksud dalam UU Ne. 31 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua
uu PTUN, schingea penyelesaian
terhadap persoalan status Ma'ruf
Amin melalui PTUN dan schelum
diselesaikan di PTUN maka harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui
Bawasly,

Secara design kelenbagaan nega-
ra, KPU merupakan lembaga negara
independen, Independen mengand-
ung pengertian hahwa KPU seeara
Struktur tidak di bawah kendali
lembaga negara manapun. Namun
demikian, secara fungsional KPU
menjalankan fungsi pemerintahan,
karena penyelenggaraan pemilu
merupakan bagian dari tugas pemer-
intah, Karenaseeara fungsional KPU
melaksanakan fungsi pemerintahan,
maka KPU berwenang untuk menge-
luarkan Keputusan, Berbeda dengan
lembaga pemerintah lainnya seperti
Menteri yanghanya berwenanguntuk
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara, KRU di samping berwenang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara juga berwenang mengeluar-
kan Keputusan Tata Negara,

Penctapaa Capres-Cawapres

Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan olch KPU salah
salunya berkaitan dengan penctapan
Calon Presiden dan Cawapres, se-
dungkan Keputusan Tata Negara vang
dikeluarkun oleh KPU adalah pene-
tapan hasil pemilu Presiden-Wapres
dan Legislatif. Penyelesaian terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara disele-
saikan melalui PTUN, sedangkan
Keputusan Tata Negara diselesaikan
melalui MK, Penvelesaian PHPU
Presiden dan Wapres secara kon-
stitusional hanya berkaitan dengan
perselisihan hasil hukan proses,
Kalaupun terjodi kecurangan dalam
pemilu (election fraud) hanya bisa
ditangani oleh MK jika kecurangan
itu berpengaruh terhadap hasil per-
olchurstmca, . % |
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